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PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

DAN 
UNIVERSITAS PATTIMURA 

  

TENTANG 

PENDIDIKAN 
 

NOMOR: 28.8.1/UN32.1/KS/2025 
 NOMOR: 262/UNI3.2.7/LL/2025 

 
Pada hari ini, Senin tanggal Dua Tujuh  bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua 
Puluh Lima (27-10-2025), bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

1. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan 
Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

2. Dr. Paul Arjanto S.Pd., M.Pd, Dosen Universitas Pattimura dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimuta,  berkedudukan di  Jl. 
Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA; dan 
 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut 
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah 

Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 
4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak 
dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 
dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang. 

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Pattimura, bergerak di bidang 
Pendidikan. 

c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk  memberikan 
dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling 
menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara 
Universitas Pattimuta dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Malang dengan Nomor 262/UNI3.2.7/LL/2025 dan Nomor 
28.8.1/UN32.1/KS/2025, tentang Pendidikan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan 
diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan (selanjutnya disebut 
Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.  

 












